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PERATURAN

MENTERI KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 6 TAHUN 2014

TENTANG

TATA CARA PENYUSUNAN RENCANA KERJA

DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR

BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN

REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyusunan Rencana Kerja
Pemerintah, Kementerian Koordinator Bidang Politik,
Hukum, dan Keamanan perlu menyusun Rencana Kerja;

b. bahwa untuk dan menindaklanjuti Peraturan Pemerintah
Nomor 20 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana
Kerja Pemerintah maka Kementerian Koordinator Bidang
Politik, Hukum, dan Keamanan perlu menyusun
Rencana Kerja;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan b, dipandang perlu
menetapkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang
Politik, Hukum, dan Keamanan tentang Tata Cara
Penyusunan Rencana Kerja di Lingkungan Kementerian
Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.
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Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-
2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4700);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang
Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4405);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang
Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian
Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5178);

7. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang
Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara,
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan
Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24);

8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun
2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi
Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas,
dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara Republik
Indonesia, sebagaimana telah beberapa kali diubah,
terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun
2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 25);
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9. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum,
dan Keamanan Nomor: Per-367/Menko/Polhukam/
10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;

10. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik,
Hukum, dan Keamanan Nomor 14 Tahun 2012 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Tata Naskah Dinas di
Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan
Keamanan;

11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.02/2013
tentang Petunjuk Penyusunan dan Pengesahan Daftar Isi
Pelaksanaan Anggaran (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2013 Nomor 1411);

12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 194/PMK.02/2013
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 94/PMK.02/2013 tentang Petunjuk Penyusunan
dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran
Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 1492).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG POLITIK,
HUKUM, DAN KEAMANAN TENTANG TATA CARA
PENYUSUNAN RENCANA KERJA DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM,
DAN KEAMANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Kerja Pemerintah, yang selanjutnya disebut RKP adalah
dokumen perencanaan nasional untuk periode 1 (satu) tahun.

2. Rencana Kerja Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan
Keamanan adalah dokumen perencanaan Kementerian Koordinator
Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dalam periode 1 (satu) tahun.

3. Unit Organisasi adalah unsur-unsur organisasi setingkat eselon I di
Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan
dan/atau eselon II pada Sekretariat Komisi Kepolisian Nasional dan
Komisi Kejaksaan serta Inspektorat.


